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Wapres juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Suharso

Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP periode 2020-2025 serta

kepengurusan baru di kelembagaan partai berlambang kaÕbah

tersebut. Muktamar IX PPP merupakan bentuk rasa syukur atas

pencapaian visi PPP dalam mewujudkan masyarakat yang

bertakwa kepada Allah SWT dan Indonesia sebagai negara adil,

makmur, sejahtera, bermoral, demokratis dan berlandaskan

hukum.

Pada bagian lain Wapres berharap parpol, baik berbasis Islam

maupun non-Islam, jangan hanya menjadi kendaraan yang di-

manfaatkan oleh pribadi atau kelompok tertentu. Tetapi partai hen-

daknya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan

umat dan bangsa. Parpol juga diharapkan proaktif dalam

mengedepankan musyawarah dan dialog dalam membangun

konsensus. 

Suharso Monoarfa dalam pernyataannya menargetkan partai

yang dipimpinnya meraih 15 juta suara Pemilu 2024. Untuk itu, ia

menekankan agar para kader bersatu usai Muktamar IX ini.

Pihaknya juga menekankan tak ada lagi konflik di internal partai

yang justru membuat pengurus menghabiskan tenaganya untuk

menyelesaikan hal tersebut. ÒKita harus dapat mencapai angka

15 juta,Ó ujar Suharso dalam pidato penutupan Muktamar IX,

Ahad.                                                                                      (Sim/Obi)-f

SUBANG (KR) - Pelabuhan Patimban

Subang Jabar resmi beroperasi dan langsung

melayani kegiatan ekspor perdana produk oto-

motif sebanyak 140 unit kendaraan, Minggu

(20/12). Presiden Joko Widodo hadir secara vir-

tual dan Menteri Perhubungan Budi Karya

Sumadi hadir langsung di Pelabuhan Patimban

menyaksikan Soft Launching dan Pengope-

rasian Perdana Pelabuhan Internasional

Patimban tersebut.

Presiden dan Menhub turut menyaksikan pro-

ses pengangkutan 140 unit kendaraan merek

Toyota, Daihatsu dan Suzuki ke dalam Kapal MV

Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co

Ltd. Kendaraan tersebut akan diekspor menuju

Brunei Darussalam. ÒDi tengah pandemi, salah

satu proyek strategis nasional, Pelabuhan

Patimban fase pertama telah kita selesaikan.

Alhamdulillah,Ó ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan, Pelabuhan Patimban

memiliki peran strategis dalam pertumbuhan

perekonomian di wilayah Jawa Barat dan secara

nasional. ÒDengan lokasinya yang strategis dekat

dengan Bandara Internasional Kertajati dan

kawasan industri di Bekasi, Karawang serta

Purwakarta, saya yakin Pelabuhan Patimban

menjadi kunci penghubung antar kawasan in-

dustri, manufaktur dan sentra-sentra pertanian

serta menopang percepatan ekspor, kata

Presiden. (Imd)-f

KARANGANYAR (KR) - Pelaksanaan Pos

Pelayanan Terpadu (Posyandu) bagi bayi dan

balita harus memperhatikan protokol kesehatan

serta zona penyebaran Covid-19. Petugas

melakukan kunjungan ke rumah apabila pelak-

sanaan secara kolektif tidak memungkinkan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten

Karanganyar Siti Khomsyah mengatakan,

Posyandu sudah mulai beraktivitas sejak adap-

tasi kebiasaan baru beberapa bulan lalu. Hanya

saja, petugas melakukan kunjungan ke rumah

peserta Posyandu.

ÒDilakukan home visit supaya tidak menim-

bulkan kerumunan. Petugas melakukannya de-

ngan memperhatikan daftar siapa saja yang ter-

jangkit,Ó kata Siti Khomsyah di kantornya, Minggu

(20/12).

Tak bisa dipungkiri, cara tersebut memang

melelahkan. Sebab, Kabupaten Karanganyar

sempat berstatus zona merah dengan angka ka-

sus cukup tinggi. Meski demikian, pengumpulan

peserta Posyandu secara kolektif di pos masih

memungkinkan dilakukan, terutama jika area

Posyandu tak ada inveksi Covid-19.

ÒMisalnya tidak ada yang positif di area

Posyandu, maka bisa dikumpulkan untuk pelak-

sanaan program pemberian gizi, penimbangan

berat badan dan pengisian buku Kartu Menuju

Sehat (KMS),Ó katanya.

Diakui, para kader Posyandu yang juga

merangkap anggota Tim Penggerak PKK

berisiko tertular Covid-19. Untuk meminimalisasi

risiko, para anggota disarankan patuh protokol

kesehatan 3M, yakni mengenakan masker, men-

cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

Pada HUT ke-21 Dharma Wanita (DWP)

Karanganyar di Pendapa Rumah Dinas Bupati,

para kader PKK juga mengikuti rapid test. Dari

100-an sampel, tiga di antaranya reaktif.

Terhadap temuan itu, Siti menyarankan supaya

isolasi mandiri. Sedangkan tes swab PCR dia-

gendakan Senin lusa.                                     (Lim)-f

Dari pantauan IDI DIY, ada dua tempat

yang memasang tarif di bawah atau sama

dengan batasan pemerintah  di Yogyakarta

International Airport yang memasang tarif

Rp 170.000 dan Hilab Rp 250.000,-.

Sedangkan fasilitas lain masih menerapkan

tarif di atasnya, yakni Inti bios Lab Godean,

Banyuraden Gamping, RS DKT, RS Siloan,

Lab Parahita dan RS Nurhidayah. 

Tri Widjaja mengharapkan agar tarif test

bisa di bawah ketentuan pemerintah. Selain

itu ketersedian bahan untuk rapid test juga

harus ditinggikan seiring dengan mening-

katnya permintaan test tersebut.        (Jon)-f

Permasalahan perkawinan anak telah

dibahas sejak Kongres Perempuan pada

22 Desember 1928, namun sampai hari ini

perkawinan anak masih cukup tinggi.

Beberapa motif terjadinya perkawinan

anak menurut Kapal Perempuan dan KPP-

PA (2018) adalah karena keinginan diri

sendiri serta adanya paksaan dari orang-

tua. Disinilah peran pengasuhan orangtua

yang disebut dalam UU Perlindungan Anak

orangtua menjadi kewajiban dan tanggung

jawab orangtua. Sedangkan penyebab

lainnya antara lain kondisi ekonomi orang-

tua, pemahaman agama yang kurang

tepat, faktor budaya, serta kondisi anak aki-

bat pengasuhan anak, misalnya kehamilan

tidak diinginkan.

Pendidikan menjadi faktor yang penting

untuk mencegah terjadinya perkawinan

usia anak. Data perkawinan usia anak di

Indonesia hasil kerja sama antara Badan

Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF pada

tahun 2008-2012 menyatakan persentase

perkawinan usia anak perempuan yang lu-

lus SD (40,5%). Karenanya, pemenuhan

hak pendidikan menjadi sangat penting

agar perkawinan anak tidak terjadi.

Dukungan terhadap hak pendidikan ini ju-

ga meliputi akses pada sekolah, dukungan

biaya transportasi dan kesejahteraan anak. 

Dalam strategi pencegahan perkawinan

anak oleh RPJMN 2020-2024, target

perkawinan anak yaitu 8,74% sedangkan

pada tahun 2018 masih 11,2%. Salah satu

upayanya yaitu dengan melakukan pe-

nguatan pengasuhan di lingkungan keluar-

ga dan pengasuhan sementara diinstitusi

lainnya. Pengasuhan yang baik dan

mencegah ketelantaran anak akan menja-

di faktor kunci pencegahan perkawinan

anak. Karena kehidupan sehari-hari dan

terselenggaranya perkawinan pasti akan

melibatkan orangtua. Maka negara harus

hadir untuk memampukan orangtua cakap

mengasuh. Selain itu juga negara men-

jamin perlindungan, pemeliharaan, dan ke-

sejahteraan anak dengan memperhatikan

hak dan kewajiban orangtua, wali, atau

orang lain yang secara hukum bertang-

gung jawab terhadap anak. 

Perkawinan usia anak sejatinya melang-

gar sejumlah hak asasi manusia yang di-

jamin Konvensi Hak Anak (KHA), di an-

taranya melanggar hak atas pendidikan,

bermain, berekreasi, mengembangkan

potensi, dan mengancam kesehatan anak.

Berbagai kajian menyatakan bahwa anak

perempuan yang menikah pada usia dini

cenderung memiliki risiko tinggi untuk

mengalami kecemasan, depresi, fungsi re-

produksi yang terganggu, serta pendidikan

yang terputus. Pada akhirnya, sumber

daya manusia Indonesia akan terdampak

akibat perkawinan usia anak karena ren-

dahnya keterampilan dan pendidikan yang

akan berujung pada kemiskinan yang

berulang. Hal ini menjadi kerugian bagi

anak yang berujung ketidakberdayaan da-

lam pemenuhan hak dasarnya. Akhiri

perkawinan anak. 

(Penulis adalah Wakil Ketua KPAI,

Dosen FISIPUhamka Jakarta)-f

Saat peringatan Hari Kesehatan

Nasional (HKN) 2020 yang lalu, Prof Adi

Utarini yang dikenal dengan sapaan Prof

Uut menyampaikan bahwa selama ini

banyak cara yang telah dilakukan untuk

menekan DBD, mulai dengan

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), 1

Rumah 1 Jumantik, dan fogging. Di Kota

Yogyakarta, untuk melengkapi berbagai

upaya yang telah dilakukan tersebut, WMP

Yogyakarta melakukan pelepasan nyamuk

Aedes aegypti ber-Wolbachia untuk me-

ngurangi kasus DBD.

ÒKami mengembangkan teknologi

Wolbachia, yang telah terbukti efektif

menghambat replikasi virus dengue di da-

lam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Manfaat

nyamuk ber-Wolbachia yang telah di-

rasakan oleh warga di wilayah pelepasan

saat penelitian inilah yang selanjutnya kami

perluas sebarannya ke wilayah yang

belum mendapat nyamuk ber-Wolbachia,Ó

papar Prof Uut.

Penelitian selama 3 tahun ini telah me-

nunjukkan hasil efikasi Wolbachia, bahwa

Wolbachia efektif menurunkan 77% kejadi-

an dengue di area intervensi dibandingkan

dengan di area pembanding.   ÒSetelah

penelitian pengendalian dengue tersebut

berakhir, saat ini kami bersama dengan

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas

Kesehatan Kota Yogyakarta sedang

melakukan perluasan manfaat Wolbachia

di area intervensi di Kota Yogyakarta.

Ribuan ember berisi telur nyamuk Aedes

aegypti ber-Wolbachia dititipkan di rumah

penduduk, kurang lebih selama 4-6 bulan,

hingga persentase Wolbachia established

di 60%,Ó jelas Prof Uut.

World Mosquito Program (WMP)

Yogyakarta merupakan kegiatan penelitian

pengendalian Demam Berdarah Dengue

(DBD) di Indonesia dengan menggunakan

teknologi Wolbachia. WMP Yogyakarta

merupakan kerja kolaborasi antara World

Mosquito Program-Monash University,

Universitas Gadjah Mada, dan Yayasan

Tahija.                                                      (Dev)-f

Beberapa ketentuan dalam Surat

Edaran No 3 Tahun 2020 yang berlaku se-

jak 19 Desember hingga 8 Januari 2021

tersebut antara lain berisi kewajiban men-

jalankan protokol kesehatan bagi pelaku

perjalanan dengan tiga poin utama.

Pertama, setiap individu yang melak-

sanakan perjalanan wajib menerapkan

dan mematuhi prokes 3M, yaitu memakai

masker, menjaga jarak dan menghindari

kerumunan, serta mencuci tangan dengan

sabun atau menggunakan hand sanitizer.

Kedua, pengetatan protokol kesehatan

sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan

berupa penggunaan masker wajib secara

benar menutupi hidung dan mulut dengan

jenis masker kain tiga lapis atau masker

medis.

Tidak diperkenankan untuk makan dan

minum sepanjang perjalanan penerbang-

an bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam,

terkecuali bagi individu yang wajib

mengkonsumsi obat untuk keselamatan

dan kesehatannya.

Ketiga, pelaku perjalanan dalam negeri

harus mengikuti sejumlah ketentuan. an-

tara lain setiap individu yang melak-

sanakan perjalanan dengan kendaraan pri-

badi maupun umum bertanggung jawab

atas kesehatannya masing-masing, serta

tunduk dan patuh pada syarat dan ketentu-

an yang berlaku. ÒUntuk perjalanan ke

Pulau Bali, pelaku perjalanan yang meng-

gunakan moda transportasi udara wajib

menunjukkan surat keterangan hasil

negatif tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam

sebelum keberangkatan sebagai per-

syaratan perjalanan dan mengisi e-HAC

Indonesia,Ó jelas Wiku.

Sedangkan pelaku perjalanan yang

menggunakan moda transportasi darat

atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib

menunjukkan surat keterangan hasil

negatif menggunakan rapid test antigen

paling lama 3 x 24 jam sebelum ke-

berangkatan sebagai persyaratan per-

jalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Wiku Adisasmito menambahkan, untuk

perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di

dalam Pulau Jawa (antarprovinsi/kabupa-

ten/kota), pelaku perjalanan yang menggu-

nakan moda transportasi udara dan kereta

api antarkota wajib menunjukkan surat ke-

terangan hasil negatif rapid test antigen pa-

ling lama 3 x 24 jam sebelum keberang-

katan sebagai persyaratan perjalanan.

Untuk pelaku perjalanan yang menggu-

nakan moda transportasi darat baik pribadi

maupun umum, diimbau menggunakan

rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam

sebelum keberangkatan sebagai per-

syaratan perjalanan. Pengisian e-HAC

Indonesia bersifat wajib bagi pelaku per-

jalanan dengan seluruh moda transportasi

umum maupun pribadi, terkecuali bagi mo-

da transportasi kereta api.                  (San)-f

KR-Surya Adi Lesmana

PANEN CABAI: Petani memanen cabai di kawasan Candi Plaosan, Bugisan, Klaten,

Sabtu (19/12). Panen di masa pandemi Covid-19 diakui petani bisa untuk menjaga

ketersediaan cabai yang dikonsumsi masyarakat di daerah ini. 

CEGAH PENULARAN COVID-19

Pembelajaran Online Sekolah Diteruskan
SUKOHARJO (KR) - Bupati Sukoharjo

Wardoyo Wijaya mengatakan, penundaan

pembelajaran tatap muka di sekolah pada

Januari 2021 mendatang lebih baik di-

lakukan dibanding memaksakan diri dan

menambah kasus penularan Covid-19. Hal

itu dilakukan demi menjaga kesehatan ma-

syarakat khususnya anak sekolah usia dini

yang rentan tertular.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan juga diminta aktif melakukan

pengawasan tidak hanya di sekolah na-

mun juga di lembaga pendidikan lainnya

untuk mentaati kebijakan Pemerintah.

ÒKalau memang kebijakannya seperti itu

dari Gubernur ya tidak masalah. Lebih baik

memang pembelajaran tatap muka di

sekolah yang rencananya digelar Januari

2021 mendatang, ditunda sementara demi

mencegah penularan Covid-19. Tapi nanti

juga dilihat perkembangan kasusnya

seperti apa,Ó ujar Wardoyo Wijaya, Minggu

(20/12).

Pemkab Sukoharjo, tegas bupati, meni-

tikberatkan pada keselamatan masyarakat

khususnya siswa dan guru di sekolah.

Apabila pembelajaran tatap muka dipak-

sakan pada Januari 2021 dalam kondisi

masih pandemi Covid-19, dikhawatirkan

justru terjadi penularan dan penambahan

kasus.

ÒAnak usia SMA/SMK atau mahasiswa

di Perguruan Tinggi mungkin tidak

masalah. Tapi anak-anak paling bawah

mulai PAUD, TK dan SD jelas butuh perha-

tian khusus. Jangan sampai dipaksakan

sekolah dan terjadi penularan, lebih baik

pencegahan,Ó lanjutnya.

Wardoyo Wijaya meminta guru dan

orangtua murid memahami kondisi yang

terjadi sekarang sehingga muncul kebi-

jakan dari Pemprov Jateng terkait penun-

daan pembelajaran tatap muka Januari

2021 mendatang. Meski ditunda, ia mewa-

jibkan sekolah untuk tetap melaksanakan

pembelajaran online seperti biasa sejak kali

pertama pandemi Covid-19 muncul.

Selama belum dilaksanakan pembela-

jaran tatap muka, Wardoyo Wijaya memin-

ta Disdikbud melakukan pengawasan kon-

disi fisik bangunan dan kelengkapan yang

sekolah. Sebab sudah lama kosong tidak

digunakan untuk aktivitas sejak sekitar

Maret hingga sekarang akibat pandemi. 

Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi

mendukung penuh kebijakan Bupati

Sukoharjo. Sebab Pemkab Sukoharjo

memperhatikan pendidikan dengan me-

matuhi kebijakan provinsi. ÒKeselamatan

siswa dan guru lebih penting,Ó katanya.

Di Salatiga, dua SMP Negeri, yakni

SMPN 4 di Jalan Pattimura dan SMPN 9 di

Jalan Pemuda, Salatiga, terpapar Covid-19

menyusul ditemukannya beberapa guru di

kedua SMPtersebut terinfeksi Covid-19. 

Puluhan guru yang melakukan kontak

erat pun dilakukan tracing sejak sepekan

terakhir dan untuk SMPN 4 Salatiga terda-

pat 15 orang yang terkonfirmasi positif

Covid 19 dari hasil swab PCR yang di-

lakukan Puskesmas Sidorejo Lor.

Selanjutnya, SMPN 4 dinyatakan ditutup

sementara 18-31 Desember 2020 atas

dasar surat Dinas Pendidikan (Disdik)

Salatiga dan Dinas Kesehatan Salatiga.

Sementara itu, untuk SMPN 9, puluhan gu-

ru dan pegawai yang menjalani tes swab

masih menunggu hasilnya.     (Mam/Sus)-f

PENYELENGGARAAN POSYANDU

ÕHome VisitÕ untuk Hindari Kerumunan  


